







 Berdasarkan uraian dan analisis pada bab- bab sebelumnya, maka dapat di 
tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam 
penulisan hukum ini, yaitu:  
Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan 
berat, khususnya pada perkara Nomor 340/ Pid.B/2014/ Pn. Smn. didasarkan pada  
hal-hal sebagai berikut:  
1. Adanya alat bukti berupa keterangan saksi, surat berupa visum et repertum dan 
keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti berupa 1 unit sepeda motor 
Suzuki Satria tahun 2010 Nomor polisi AD- 5602-RR beserta STNK, 1 buah 
bambu panjang 1,5 meter yang semuanya telah meyakinkan majelis hakim 
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebgaimana didakwakan oleh 
jaksa penuntut umum. 
2. Telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 
ayat (2), yaitu unsur pertama barang siapa yang dalam persidangan terbukti 
bahwa “Barang siapa” itu adalah terdakwa sendiri, sedangkan unsur kedua 




terpenuhi, berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum di persidangan. 
3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan 
perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami patah tulang 
terbuka kaki bawah kanan dan patah tulang paha kiri, sedangkan hal yang 
meringankan adalah: terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa 
mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum 
pernah di hukum.  
4. Tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan 
lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar nantinya pelaku tindak 
pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.  
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara 
tindak pidana penganiayaan berat sebaiknya hakim mempertimbangakan 
hukum yang hidup dalam masyarakat. 
2. Selain itu hakim diharapkan memberikan pertimbangan berkaitan dengan 
tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam konsep Kitab Undang-Undang 
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